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KATA PENGANTAR

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban ini,merupakan laporan
yang menggambarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
dilaksanakan Dinas Perikanan selama Tahun 2017,dalam mewujudkan Visi
dan Misi yang telah ditetapkan,serta sekaligus sebagai wujud dari
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta program dan kegiatan
yang dilakukan oleh Dinas Perikanan.

Disamping itu, Laporan ini juga akan dapat menjadi pedoman atau
bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang,sebab dengan
adanya laporan ini akan memberikan gamaran atas pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2017 dan merupakan
acuan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di tahun
berkutnya.

Dengan disusunya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman ini, di samping sebagai wujud dari
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Tahun 2017, juga sebagai bahan untuk
perbaikan kierja Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman untuk masa-masa
yang akan datang.

Lubuk Sikaping, Januari 2018
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Nip.19621231 198303 1 114



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

B. Gambaran Umum SKPD
1. Struktur Organisasi
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Kepegawaian

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perikanan

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
1. Target dan Realisasi
2. Permasalahan dan Solusi
B. Pengelolaan Belanja Daerah
1. Target dan Realisasi
2. Permasalahan dan Solusi

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. Urusan Wajib Yang Diiaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Permasalahan dan Solusi

BAB V PENUTUP




BAB1
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan akhir
Tahun Anggaran 2017 di susun dan disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan
pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9
Tahun 2015,yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Pemerintah,laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Informasi laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dasar hukum penyusunan laporan penyelengganraan pemerintahan daerah

Dinas Perikanan akhir Tahun 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-
2021

2. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.16 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah

3. Paraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.....Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

4. Paraturan Daerah Kabupaten Pasaman No.....Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

5. Paraturan Bupati Pasaman No.52 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
serta uraian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman

Keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman berdasarkan Perda Nomor
16 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Pasaman Nomro 52 Tahun 2016 sebagai Satuan
Kerja yang dinilai cukup srategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pasaman dalam bidang perencanaan pembangunan. Keberadaannya
sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan yang baik untuk
pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien guna mewujudkan masyarakat
Pasaman yang sejahtera, agamis dan berbudaya.



B. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
1. Visi dan Misi

A.Visi

Perumusan visi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman megacu pada tugas
pokok dan fungsi seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja
Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi
Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Perikanan Kabupaten Pasaman yang Sejahtera,Maju dan
Mandiri”

Makna pokok yang tersirat dalam Visi Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
yaitu:
1) Masyarakat Perikanan yang Seajahtera yang mempunyai kehidupan yang mapan
2) Masyarakat Perikanan yang Maju yang mampu bersaing dalam segala hal
3) Masyarakat Perikanan yang Mandiri yang bisa mengelola usaha perikanan dengan

tidak bergantung dari bantuan pihak lain

B. Misi
Misi dinas Perikanan Kabupaten pasaman Tahun 2017 - 2021 adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatkan Produktivitas dan daya saing produk perikanan
2) Meningkatkan usaha dan nilai tambah produk perikanan
3) Mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan secara
optimal dan berkelanjutan

2.Gambaran Umum Organisasi

a. Rekapitulasi jumlah pegawai berdasarkan jabatan
structural/fungsional /golongan/pangkat dan pendidikan

b. Standar prosedur (SOP)
Judul
Jumlah

c. Rencana pencapaian standar pelayanan minimal tahun 2017 (belum ada)
d. Peraturan yang mendasari tupoksi,program dan kegiatan organisasi (Undang-
undang,peraturan pemerintah,peraturan menteri,peraturan daerah :
1. Peraturan Bupati Pasaman No.51 Tahun 2016 tentang
kedudukan,organisasi,tugas dan fungsi serta tata kerja dinas Perikanan
2. Undang-undang perikanan No.31 Tahun 2004 tentang perikanan
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009
tentang Perikanan
e. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Renja,RKA dan DPA Dinas Perikanan Tahun
2017

RENJA | RKA | DPA




[.Program Pelayanan Adm [[.Program Pelayanan Adm
Perkantoran Perkantoran
Renja Dinas 1. Adminitrasi Perkantoran 1. Adminitrasi Perkantoran
Perikanan
Tahun 2017 2. Pemeliharaan Sarana dan 2.Pemeliharaan Sarana dan
Masih Prasarana Prasarana
Bergabung 3. Rapatdan Koordinasi 3. Rapat dan Koordinasi
dengan dinas
Pertanian [I.Program Peningkatan Sarana | [l.Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan dan

1.Pengadaan Peralatan dan Mesin

Mesin
[II.Program Peningkatan Disiplin | Ill.Program Peningkatan Disiplin
Aparatur Aparatur
1. Pengadaan Pakaian | 1.Pengadaan Pakaian Aparatur
Aparatur
IV.Program Peningkatan | [V.Program Peningkatan
pengembangan sistim pengembangan sistim
pelaporan capaian kinerja dan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan keuangan

1. Penyusunan laporan SKPD

1.Penyusunan laporan SKPD

V.Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

V.Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

1. Operasional BBI

1.0perasional BBI

2. Pengawasan dan | 2.Pengawasan dan monitoring
monitoring hama penyakit | hama penyakit ikan
ikan

3. Pengembangan Kawasan | 3.Pengembangan Kawasan
Minapolitan Minapolitan

4. Pengembangan Mina Padi | 4.Pengembangan Mina Padi

5. Pelaksanaan DAK bidang | 5.Pelaksanaan DAK bidang
Perikanan Perikanan

6. Pengembangan Usaha | 6.Pengembangan Usaha Mina
Mina Pedesaan Pedesaan

7. Pengembangan Wirausaha | 7.Pengembangan Wirausaha
Perikanan Perikanan

8. Penyusunan Database | 8.Penyusunan Database
Perikanan Perikanan

9. Gerakan Pakan Ikan | 9.Gerakan Pakan Ikan Mandiri
Mandiri

10. Pengembangan Kawasan | 10.Pengembangan Kawasan
konservasi perikanan konservasi perikanan

VI.Program perencanaan | VI.Program perencanaan

pembangunan daerah

pembangunan daerah

1. Penyusunan Renstra SKPD

1.Penyusunan Renstra SKPD

VII.Program penelitian dan | VIL.Program penelitian dan
pengembangan perikanan pengembangan perikanan
1. Pengawasan dan | 1.Pengawasan dan pembinaan
pembinaan  mutu  hasil mutu hasil perikanan




perikanan

2. Gemar Ikan

2.Gemar Ikan

3. Peningkatan

kapasitas
kelembagaan perikanan

3.Peningkatan kapasitas
kelembagaan perikanan

BAB II Ringkasan Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2017

BAB III PROGRAM USULAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

3.2 PRIORITAS URUSAN WAJIB/PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

3.2.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman
Tahun 2017 dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1.

Program dan Kegiatan

PERIKANAN

No Urusan/Program Kegiatan/Bidang Pelaksanaan
(1) (2) (3)
A | URUSAN WAJIB
1. Program Pelayanan 1. Administrasi Perkantoran
Administrasi Perkantoran (Sekretariat)
2. Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Perkantoan
(Sekretariat)
3. Rapatdan Koordinasi (Sekretariat)
2. Program Peningkatan Sarana 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin
dan Prasarana Aparatur (Sekretariat)
3. Program Peningkatan Disiplin 1. Pengadaan Pakaian  Aparatur
Aparatur (Sekretariat)
4. Progam Peningkatan 1. Penyusunan Laporan SKPD
Pengembangan Sistem (Sekretariat)
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
B | URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN

1. Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

1. Operasional BBI (Bid.Budidaya)

2. Pengawasan dan Monitoring Hama
Penyakit Ikan (Bid.Budidaya)

3. Pengembangan Kawasan
Minapolitan (Bid.Budidaya)

4. Pengebangan Mina Padi
(Bid.Budidaya)

5. Pelaksanaan DAK
Perikanan (Bid.Budidaya)

Bidang




6. Pengembangan Usaha Mina
Pedesaan (PUMP) (Bid.Budidaya)

7. Pengembangan Wirausaha
Perikanan (Bid.PDS)

8. Penyusunan Database Perikanan

(Bid.Budidaya)
9. Gerakan Pakan Ikan Mandiri
(Bid.Budiaya)
10. Pengembangan Kawasan
Konservasi Perikanan
(Bid.Budidaya)
2. Program Perencanaan dan 1. Penyusunan Renstra SKPD
Pembangunan Daerah
3. Program Penelitian dan 1. Pengawasan dan Pembinaan Mutu

Pengembangan Perkanan

Hasil Perikanan (Bid.Produk Daya

Saing)
2. Gemar Ikan (Bid.Produk Daya
Saing)
3. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perikanan
(Bid.Produk Daya Saing)
3.2.2. REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
Tingkat pencapaian pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perikanan

Kabupaten Pasaman dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 3.2.1.2.
Realisasi Program dan Kegiatan

No Program dan Kegiatan Realisasi/Tingkat Pencapaian Program
dan Kegiatan
(1) (2) (3)
A URUSAN PILIHAN KELAUTAN
PERIKANAN
1 Program Pengembangan

Budidaya Perikanan

1).Operasional BBI

Terlaksananya pengadaan calon induk
ikan,pakan ikan,benih dan pakan benih
ikan serta pemeiharaan saluran dan kolam
BBI 100%

2).Pengawasan dan Monitoring | Terlaksananya temu lapang HPI dan

Hama Penyakit Ikan belanja modal peralatan kesehatan ikan
dan lingkungan 100%

3).Pengembangan Kawasan | Terlaksananya pembangunan jalan

Minapolitan

produksi untuk 4 pokdakan 100%

4).Pengembangan Mina Padi

Terlaksananya pemberian bantuan benih
ikan mas,pakan ikan untuk 10 kelompok di
kec.tigo nagari,kec.simpatikec.bonjol dan




duo koto 100%

5).Pelaksanaan DAK Bidang | Terlaksananya pembangunan dan
Perikanan rehabilitasi kolam pemijah,kolam
pendederan,bak filter,bak karantinabak
pengolah limbah untuk BBI Lundar dan

BBI Bonjol 100%
6).Pengembangan  Usaha  Mina | Terlaksananya pemberian bantuan ikan

Pedesaan (PUMP)

gurame,ikan nila dan pakan ikan untuk 33
pokdakan dan 3 UPR 100%

7).Pengembangan Wirausahaan

Perikanan

Terlaksananya pelatihan budidaya
lele,promosi dan informasi perikanan serta
sumbar expo tahun 2017 100%

8).Penyusunan Database Perikanan

Terlaksananya sosialisasi penyusunan
database perikanan 100%

9).Gerakan Pakan Ikan Mandiri

Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan
ikan 100%

10).Pengembangan Kawasan

Konservasi Perikanan

Terlaksananya pembangunan bronjong
dan bantuan benih ikan mas untuk 24
kelompok 100%

Prorgam Penelitian dan

Pengembangan Perikanan

1).Pengawasan dan Pembinaan | Terlaksananya sosialisasi pedagang ikan

Mutu Hasil Perikanan basah dan kering,uji sample dan bantuan

oven kepada masyarakat dan pembinaan
Poklahsar 100%

2).Gemar lkan Terlaksananya rakor forikan,lomba masak
ikan,lomba jingle dan inplementasi makan
ikan untuk anak PAUD 100%

3).Peningkatan Kapasitas | Terlaksananya trainins penyuluh

Kelembagaan Perikanan

perikanan dan terlaksananya Penas Tani
100%

3.2.3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2017

Alokasi dan realisasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pilihan
Kelautan dan Perikanan adalh sebesar Rp. 10.307.227.456,- dan realisasi sebesar
Rp.9.117.477.894,-. Secara rinci anggaran dan realisasi masing-masing program dan
kegiatan dalam penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dapat
dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2.1.3
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan



No

Program dan Kegiatan

Anggaran

Realisasi

Persentase

(€3]

(2)

(3)

(5)

(6)

URUSAN PILIHAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

1) Administrasi
Perkantoran

749.835.700

693.392.655

92,47

2) Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Perkantoran

324.910.370

321.997.135

99,10

3) Rapat dan Koordinasi

97.200.000

96.453.000

99,23

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

1) Pengadaan Peralatan
dan Mesin

105.300.000

105.300.000

100

Program Peningkatan
Disiplian Aparatur

1) Pengadaan Pakaian

Aparatur

18.000.000

15.300.000

85

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan

1) Penyusunan
SKPD

Laporan

6000.000

5.965.800

99,43

Program Pengembangan
Budidaya Perikanan

1) Operasional BBI

572.099.680

535.555.695

96,31

2) Pengawasan dan
Monitoring Hama
Penyakit Ikan

142.320.250

138.558.727

97,36

3) Pengembangan
Kawasan Minapolitan

1.569.815.000

1.505.173.370

95,88

4) Pengembangan
Minapadi

465.450.000

404.275.800

86,86

5) Pelaksanaan DAK

Bidang Perikanan

1.121.654.000

953.269.088

84,99

6) Pengembangan Usaha
Mina Pedesaan (PUMP)

1.57.188.000

1.022.876.250

97,75

7) Pengembangan
Wirausahaan Perikanan

271.625.000

261.502.250

96,27

8) Penyusunan Database
Perikanan

123.914.700

116.401.800

93,93

9) Gerakan Pakan
Mandiri

Ikan

97.770.000

54.306.628

55,55




10) Pengembangan 224.940.000 224.408.150 99,76
Kawasan Konservasi
Perikanan

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

1) Peenyusunan Renstra 5.000.000 4.423.000 88,46
SKPD

Program Penelitian dan
Pengembangan Perikanan

1) Pengawasan dan | 102.141.000 96.459.400 94,44
Pembinaan Mutu Hasil
Perikanan

2) Gemar Ikan 195.907.000 186.821.150 95,36

3) Peningkatan Kapasitas | 303.605.000 285.101.604 93,91
Kelembagaan
Perikanan

3.2.4.PROSES PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Proses Perencanaan pada Dinas Perikanan dilaksanakan secara partisifatif
dengan diawali masukan,permasalahan dan usulan program kegiatan dari Dinas
Perikanan. Penyelenggaraan urusan pilihan kelautan dan perikanan dari mulai
perencanaan hingga pelaksanaan evaluasi dilaksanakan juga secara multisektoral.
Selanjutnya Dinas Perikanan dalam menyusun perencanaan dan pembuatan usulan
program dan kegiatan juga mengacu pada Renstra. Semua usulan Dinas Perikanan
dimusyawarahkan dalam Musrenbang Kabupaten.

3.2.5.KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Sarana dan prasarana pada Dinas Perikanan masih memiliki banyak
kekurangan, sehingga mengakibatkan terlambatnya kelancaran pelaksanaan tugas
sehari-hari terutama pada bagian keuangan, alat kerja seperti computer, laptop,
printer dan lemari arsip sangat kurang, juga untuk ruangan kerja yang belum
memadai, ruangan sangat sempit. Meja dan kursi kerja juga masih kurang belum
mencukupi untuk semua pegawai. Ruangan kerja untuk penyuluh tidak ada sehingga
mereka bekerja hanya duduk dilantai.

.2.6.PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Agar masing-masing SKPD dapat melaporkan beberapa hal sebagai berikut :
1.Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan urusan

pilihan kelautan dan perikanan adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan jumlah induk dan benih ikan unggul yang ada di
balai benih ikan (BBI) Kabupaten Pasaman dan unit pembenihan rakyat (UPR)
yang menyebabkan belum optimalnya produksi perikanan budidaya seperti
yang diharapkan.

2. Tingginya harga pakan,dimana pakan merupakan komponen yang paling besar
dalam usaha budidaya. 70% biaya produksi usaha budidaya adalah untuk pakan.



7.
8.

2.Solusi
Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah :

Meningkatkan produksi bibit unggul pada BBI dan UPR

Melaksanakan kegiatan gerakan pakan ikan mandiri

Meningkatkan kerjasama dengan lembaga permodalan seperti bank dan CSR

Lebih menggiatkan pelatihan terhadap SDM perikanan

Menigkatkan pertumbuhan dan pembinaan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan

pemasar)

Lebih meningkatkan pengawasan terhadap mutu produk perikanan terutama di

pasar tradisional

Melaksanakan kegiatan gemar ikan

Meningkatkan pertumbuhan kelompok pemula untuk usaha perikanan

1.

ik Wi

o

N

Keterbatasan modal usaha bagi para pembudidaya dan pembenih dalam
melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha perikanan sehingga usaha
belum maksimal dan ini sangat berpengaruh terhadap hasil yang didapatkan.
Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha perikanan dalam
penguasaan teknologi perikanan.

Belum berkembangnya usaha pengolahan hasil perikanan yang menyebabkan
belum adanya nilai tambahn dari hasil produksi perikanan.

Belum maksimalnya pengawasan terhadap produk dan mutu hasil perikanan
terutama yang di jual di pasar tradisional.

Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan / kapita / tahun

Belum maksimalnya pemanfaatan lahan marginal dan pekarangan untuk usaha
perikanan.

BAB VII
PENUTUP



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Perikanan kabupaten
Pasaman merupakan alat kendali, alat penilaian keinerja dan alat pendorong terwujudnya
“good Gavernance” , yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban
kepada public.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang
diamanatkan kepada Dinas Perikanan Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi program dan kegiatan.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Dinas Perikana Kabupaten Pasaman
telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam

penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat.

Lubuk Sikaping, Januari 2018

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Pasaman

Ir. SYAFRIALIS, MM
NIP. 19621231 198303 1 114

LAMPIRAN



DAFTAR PRESTASI YANG DIPEROLEH SELAMA TAHUN 2017

1. Tingkat Internasional



KODE URUSAN

Kode Urusan

Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2017

1) (2)
1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01 Pendidikan
1.02 Kesehatran
1.03 Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
1.04 Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman
1.05 Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat
1.06 Sosial
2. Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar
2.01 Ternaga Kerja
2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.03 Pangan
2.04 Pertanahan
2.05 Lingkungan Hidup
2.06 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.07 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.08 Pengendalian Penduduk dank el;uarga Berencana
2.09 Perhubungan
2.10 Komunikasi dan Informatika
2.11 Kop[erasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.12 Penanaman Modal
2.13 Kepemudaan dan Olahraga
2.14 Statistik
2.15 Persandian
2.16 Kebudayaan
2.17 Perpustakaan
2.18 Kearsipan
3 Urusan Pilihan
3.01 Kelautan dan Perikanan
3.02 Pariwisata
3.03 Pertanian
3.04 Kehutanan
3.05 ESDM
3.06 Perdagangan
3.07 Perindustrian
4 Fungsi Penunjang Usrusan Pemerintahan
4.01 Perencanaan
4.02 Keuangan
4.03 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan
4.04 Penelitian dan Pengembangan
4.05 Pengawasan
4.06 Fungsi lain




SKPD DAN Kode Urusan

No. SKPD/ Kecamatan/Bagian Kode Jumlah
URUSAN YANG DILAKSANAKAN Urusan yang
Dilaksanakan

1 Sekretariat DPRD

2 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

3 Dinas Kesehatan

4 Dinas Pekerjaan Umum dan
tata Ruang

5 Dinas Sosial

6 Dinas Kependudukan dan
Pencataan Sipil

7 Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

8 Dinas pengendalian penduduk
dan KB

9 Dinas Lingkungan Hidup, PRKP

10 | Dinas Pertanian

11 | Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan TK

12 | Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan PA

13 | Dinas Pemuda, Olahraga dan
pariwisata

14 | Dinas Perhubungan

15 | Dinas Satpol PP dan Damkar

16 | Dinas Koperasi, UKM

17 | Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan

18 | Dinas Komunikasi dan
Informatika

19 | Dinas Pemberdayaan
masyarakat

20 | Dinas Pangan

21 | Dinas Perikanan

22 | Inspektorat

23 | BAPPEDA

24 | Badan Kepegawaian dan PSDM

25 | Badan Keuangan Daerah

26 | BPBD

27 | Kantor kesatuan bangsa dan
politik

28 | RSUD Lubuk Sikaping

29 | Bagian Adm. Pemerintahan

Umum




30

Bagian Adm.  Pemerintah
nagari

31 | Bagian Hukum

32 | Bagian Adm. Perkantoran

33 | Bagian Adm. Pembangunan &
pengadaan

34 | Bagian Kesejahteraan Rakyat

35 | Bagian Umum

36 | Bagian Organisasi

37 | Bagian Hubungan masyarakat

38 | Kecamatan se kabupaten

Pasaman




